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1. Surat Keputusan Dekan
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2. Transkip wawancara  

1. Nama  : Drh. Satia Sriwijayanti Anggraini, M.M  

Jabatan  : Kepala Dinas 

Instansi  : DPPPA Kota Bekasi 

Pertanyaan : 

1. Bagaimana peran kebijakan yang dilakukan DPPPA dalam menangani 

korban kasus KDRT ? 

Dalam melakukan peran kebijakan, DPPPA mempunyai program dari mulai 

sosialisasi hingga melakukan pelayanan untuk para korban kekerasan. Baik 

KDRT, kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap peremuan, kekerasan 

terhadap laki-laki, dll. 

2. Bagaimana rencana strategi yang dilakukan DPPPA untuk berperan 

dalam menangani kasus KDRT? 

Strategi kami yaitu mengadakan program rumah aman, yang bertujuan untuk 

perlindungan sementara bagi korban kekerasan. Serta program enyuluhan hingga 

Tingkat RT/RW untuk sama-sama dalam mencegah KDRT dengan membuat 

program yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat. 

3. Bagaimana cara DPPPA dalam melakukan Upaya berkomunikasi dengan 

para korban KDRT ? 

Pertama adalah membangun koordinasi dengan Lembaga terkait dan membuat 

kampanye dan sosialisasi melalui RT/RW dan media sosial. Karena dijaman 

sekarang media sosial juga turut berperan penting dalam suatu kasus kekerasan. 

4. Bagaimana peran sengketa yang dilakukan DPPPA dalam penanganan 

kasus KDRT ? 

   Utamanya kami melakukan Tindakan mediasi dengan memanggil pelapor dan 

terlapor untuk mendalami serta diambil Tindakan melalui pihak penegak hukum 

apabila tidak selesai ada fase itu. 

5. Bagaimana alat terapi yang dilakukan oleh DPPPA, apakah sudah efektif? 

Sudah efektif dan selalu dilakukan dengan baik yaitu melakukan pendampingan 

konseling dan psikologis terhadap peremuan atau korban KDRT. 

6. Bagaimana Kepala Dinas DPPPA Kota Bekasi  melakukan  kordinasi  

dengan  instansi  lain?  Jika  ada  kordinasi seperti apa? 

koordinasi dengan instansi lain melalui pertemuan rutin, pembentukan jaringan 

kerja, dan kerjasama dalam pelaksanaan program-program tertentu. Mereka 

bekerja sama dengan kepolisian, rumah sakit, lembaga sosial, dan organisasi 

masyarakat untuk menangani kasus kekerasan dan memberikan perlindungan 

kepada korban   
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7. Bagaimana kepala Dinas DPPPA Kota Bekasi dalam melakukan kendala 

yang dihadapi memberikan perlindukan terhadap korban tindak 

kekerasan yang dialami perempuan dan anak? 

Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan anggaran dan sumber daya 

manusia, minimnya fasilitas pendukung seperti rumah aman, serta rendahnya 

kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan. Selain 

itu, tantangan dalam koordinasi antar lembaga dan birokrasi yang kompleks juga 

dapat menghambat penanganan kasus secara efektif. Untuk mengatasi kendala 

ini, diperlukan dukungan yang lebih besar dari pemerintah daerah, peningkatan 

kerjasama dengan berbagai pihak, serta upaya yang terus-menerus dalam 

meningkatkan kesadaran masyarakat. 
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2. Nama  : Siti Robiah, S.E., M.A  

Jabatan  : Penyusunan Program Anggaran Dan Pelaporan  

Instansi  : DPPPA Kota Bekasi 

Pertanyaan : 

1. Bagaimana peran kebijakan yang dilakukan DPPPA dalam menangani 

korban kasus KDRT ? 

Dalam melakukan peran kebijakan, DPPPA mempunyai program dari mulai 

sosialisasi hingga melakukan pelayanan untuk para korban kekerasan. Baik 

KDRT, kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap peremuan, kekerasan 

terhadap laki-laki, dll. 

2. Bagaimana rencana strategi yang dilakukan DPPPA untuk berperan dalam 

menangani kasus KDRT? 

Strategi kami yaitu mengadakan program rumah aman, yang bertujuan untuk 

perlindungan sementara bagi korban kekerasan. Serta program enyuluhan hingga 

Tingkat RT/RW untuk sama-sama dalam mencegah KDRT dengan membuat 

program yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat. 

3. Bagaimana cara DPPPA dalam melakukan Upaya berkomunikasi dengan 

para korban KDRT ? 

Pertama adalah membangun koordinasi dengan Lembaga terkait dan membuat 

kampanye dan sosialisasi melalui RT/RW dan media sosial. Karena dijaman 

sekarang media sosial juga turut berperan penting dalam suatu kasus kekerasan. 

4. Bagaimana peran sengketa yang dilakukan DPPPA dalam penanganan kasus 

KDRT ? 

   Utamanya kami melakukan Tindakan mediasi dengan memanggil pelapor dan 

terlapor untuk mendalami serta diambil Tindakan melalui pihak penegak hukum 

apabila tidak selesai ada fase itu. 

5. Bagaimana alat terapi yang dilakukan oleh DPPPA, apakah sudah efektif? 

Sudah efektif dan selalu dilakukan dengan baik yaitu melakukan pendampingan 

konseling dan psikologis terhadap peremuan atau korban KDRT. 

6. Bagaimana Kepala Dinas DPPPA Kota Bekasi  melakukan  kordinasi  dengan  

instansi  lain?  Jika  ada  kordinasi seperti apa? 

koordinasi dengan instansi lain melalui pertemuan rutin, pembentukan jaringan 

kerja, dan kerjasama dalam pelaksanaan program-program tertentu. Mereka 

bekerja sama dengan kepolisian, rumah sakit, lembaga sosial, dan organisasi 

masyarakat untuk menangani kasus kekerasan dan memberikan perlindungan 

kepada korban   

7. Bagaimana kepala Dinas DPPPA Kota Bekasi dalam melakukan kendala 

yang dihadapi memberikan perlindukan terhadap korban tindak kekerasan 

yang dialami perempuan dan anak? 
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Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan anggaran dan sumber daya 

manusia, minimnya fasilitas pendukung seperti rumah aman, serta rendahnya 

kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan. Selain 

itu, tantangan dalam koordinasi antar lembaga dan birokrasi yang kompleks juga 

dapat menghambat penanganan kasus secara efektif. Untuk mengatasi kendala 

ini, diperlukan dukungan yang lebih besar dari pemerintah daerah, peningkatan 

kerjasama dengan berbagai pihak, serta upaya yang terus-menerus dalam 

meningkatkan kesadaran masyarakat. 
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3. Nama  : Oyok Lindarsih, S.Sos  

Jabatan  : Analisis Kebijakan Ahli Muda  

Instansi  : DPPPA Kota Bekasi 

Pertanyaan : 

1. Bagaimana peran kebijakan yang dilakukan DPPPA dalam menangani korban 

kasus KDRT ? 

Dalam melakukan peran kebijakan, DPPPA mempunyai program dari mulai 

sosialisasi hingga melakukan pelayanan untuk para korban kekerasan. Baik 

KDRT, kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap peremuan, kekerasan 

terhadap laki-laki, dll. 

2. Bagaimana rencana strategi yang dilakukan DPPPA untuk berperan dalam 

menangani kasus KDRT? 

Strategi kami yaitu mengadakan program rumah aman, yang bertujuan untuk 

perlindungan sementara bagi korban kekerasan. Serta program enyuluhan hingga 

Tingkat RT/RW untuk sama-sama dalam mencegah KDRT dengan membuat 

program yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat. 

3. Bagaimana cara DPPPA dalam melakukan Upaya berkomunikasi dengan para 

korban KDRT ? 

Pertama adalah membangun koordinasi dengan Lembaga terkait dan membuat 

kampanye dan sosialisasi melalui RT/RW dan media sosial. Karena dijaman 

sekarang media sosial juga turut berperan penting dalam suatu kasus kekerasan. 

4. Bagaimana peran sengketa yang dilakukan DPPPA dalam penanganan kasus 

KDRT ? 

Utamanya kami melakukan Tindakan mediasi dengan memanggil pelapor dan 

terlapor untuk mendalami serta diambil Tindakan melalui pihak penegak hukum 

apabila tidak selesai ada fase itu. 

5. Bagaimana alat terapi yang dilakukan oleh DPPPA, apakah sudah efektif? 

Sudah efektif dan selalu dilakukan dengan baik yaitu melakukan pendampingan 

konseling dan psikologis terhadap peremuan atau korban KDRT. 

6. Bagaimana Kepala Dinas DPPPA Kota Bekasi  melakukan  kordinasi  dengan  

instansi  lain?  Jika  ada  kordinasi seperti apa? 

koordinasi dengan instansi lain melalui pertemuan rutin, pembentukan jaringan 

kerja, dan kerjasama dalam pelaksanaan program-program tertentu. Mereka 

bekerja sama dengan kepolisian, rumah sakit, lembaga sosial, dan organisasi 

masyarakat untuk menangani kasus kekerasan dan memberikan perlindungan 

kepada korban   

7. Bagaimana kepala Dinas DPPPA Kota Bekasi dalam melakukan kendala yang 

dihadapi memberikan perlindukan terhadap korban tindak kekerasan yang 

dialami perempuan dan anak? 
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Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan anggaran dan sumber daya 

manusia, minimnya fasilitas pendukung seperti rumah aman, serta rendahnya 

kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan. Selain 

itu, tantangan dalam koordinasi antar lembaga dan birokrasi yang kompleks juga 

dapat menghambat penanganan kasus secara efektif. Untuk mengatasi kendala 

ini, diperlukan dukungan yang lebih besar dari pemerintah daerah, peningkatan 

kerjasama dengan berbagai pihak, serta upaya yang terus-menerus dalam 

meningkatkan kesadaran masyarakat. 
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4. Nama  : Maya Yunita, Spsi., M.Si  

Jabatan  : Pengawas Perempuan Dan Anak  

Instansi  : DPPPA Kota Bekasi 

Pertanyaan : 

1. Bagaimana peran kebijakan yang dilakukan DPPPA dalam menangani korban 

kasus KDRT ? 

Dalam melakukan peran kebijakan, DPPPA mempunyai program dari mulai 

sosialisasi hingga melakukan pelayanan untuk para korban kekerasan. Baik 

KDRT, kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap peremuan, kekerasan 

terhadap laki-laki, dll. 

2. Bagaimana rencana strategi yang dilakukan DPPPA untuk berperan dalam 

menangani kasus KDRT? 

Strategi kami yaitu mengadakan program rumah aman, yang bertujuan untuk 

perlindungan sementara bagi korban kekerasan. Serta program enyuluhan 

hingga Tingkat RT/RW untuk sama-sama dalam mencegah KDRT dengan 

membuat program yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat. 

3. Bagaimana cara DPPPA dalam melakukan Upaya berkomunikasi dengan para 

korban KDRT ? 

Pertama adalah membangun koordinasi dengan Lembaga terkait dan 

membuat kampanye dan sosialisasi melalui RT/RW dan media sosial. Karena 

dijaman sekarang media sosial juga turut berperan penting dalam suatu kasus 

kekerasan. 

4. Bagaimana peran sengketa yang dilakukan DPPPA dalam penanganan kasus 

KDRT ? 

   Utamanya kami melakukan Tindakan mediasi dengan memanggil pelapor 

dan terlapor untuk mendalami serta diambil Tindakan melalui pihak penegak 

hukum apabila tidak selesai ada fase itu. 

5. Bagaimana alat terapi yang dilakukan oleh DPPPA, apakah sudah efektif? 

Sudah efektif dan selalu dilakukan dengan baik yaitu melakukan 

pendampingan konseling dan psikologis terhadap peremuan atau korban 

KDRT. 

6. Bagaimana Kepala Dinas DPPPA Kota Bekasi  melakukan  kordinasi  dengan  

instansi  lain?  Jika  ada  kordinasi seperti apa? 

koordinasi dengan instansi lain melalui pertemuan rutin, pembentukan 

jaringan kerja, dan kerjasama dalam pelaksanaan program-program tertentu. 

Mereka bekerja sama dengan kepolisian, rumah sakit, lembaga sosial, dan 

organisasi masyarakat untuk menangani kasus kekerasan dan memberikan 

perlindungan kepada korban   
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7. Bagaimana kepala Dinas DPPPA Kota Bekasi dalam melakukan kendala yang 

dihadapi memberikan perlindukan terhadap korban tindak kekerasan yang 

dialami perempuan dan anak? 

Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan anggaran dan sumber daya 

manusia, minimnya fasilitas pendukung seperti rumah aman, serta rendahnya 

kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan. Selain 

itu, tantangan dalam koordinasi antar lembaga dan birokrasi yang kompleks juga 

dapat menghambat penanganan kasus secara efektif. Untuk mengatasi kendala 

ini, diperlukan dukungan yang lebih besar dari pemerintah daerah, peningkatan 

kerjasama dengan berbagai pihak, serta upaya yang terus-menerus dalam 

meningkatkan kesadaran masyarakat. 
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Lampiran 3. Dokumentasi  

 

Wawancara dengan Ibu Drh. Satia Sriwijayanti Anggraini, M.M dan Ibu Elmi 

Herdiani Murni, S.IP 

 

Wawancara dengan Ibu Maya Yunita, Spsi., M.Si 

 

Wawancara dengan Ibu Oyok Lindarsih, SSos 
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Wawancara dengan ibu Siti Robiah, S.E., M.A 

 

Ketika memberi surat untuk melakukan wawancara/observasi 

dengan Ibu Elmi Herdiani Murni, S.IP 
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